
 

 
 

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

 

     KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

NOMOR :  07/HK.03.1/1112/2021 

TENTANG 

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  

TAHUN 2021 

 

  KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 
 

 
Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang 

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi 

Independen Pemilihan  Kabupaten Aceh Barat Daya tentang 

Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya; 

Mengingat 
 

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4150); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109); 

5.Peraturan.............. 
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 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi 

Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah  

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 

tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1695); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 786); 

 

10.Peraturan.............. 

jdih.kpu.go.id/aceh/acehbaratdaya 
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10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1236); 

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 

tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan 

Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 73/PW.01-

SD/08/KPU/I/2020, tanggal 28 Januari 2020 tentang 

Implementasi Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan 

Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi; 

  
 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN 

ACEH BARAT DAYA TENTANG UNIT PENGENDALIAN 

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA. 

KESATU 
 

 

 

 

 

: 
 

 

 

 

 

Membentuk dan menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di 

Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat 

Daya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum.  

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat 

kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali 

sebagaimana mestinya. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 

Sekretaris, 

 

MAHRIZAL 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

jdih.kpu.go.id/aceh/acehbaratdaya 

Ditetapkan di Blangpidie 

Pada tanggal 21 Oktober 2021 

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 
 

 

       ttd. 

YUDI NIRMANSYAH 
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LAMPIRAN  :     KEPUTUSAN KOMISI  INDEPENDEN PEMILIHAN  

 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

 NOMOR : 07/HK.03.1/1112/2021 

 TANGGAL : 21 Oktober 2021 
 

 
 

SUSUNAN KEANGGOTAAN PADA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 
 
 

NO 
KEDUDUKAN DALAM 

UPG 
NAMA JABATAN 

1 2 3 4 

 

1 

PENGARAH 

 

SANUSI, S.Pd 
Ketua KIP Kabupaten 

Aceh Barat Daya 

SELIAH, SE 
Anggota KIP Aceh Barat 
Daya 

YUDI NIRMANSYAH, S.Pd 
Anggota KIP Aceh Barat 

Daya 

MARTONO 
Anggota KIP Aceh Barat 

Daya 

ELFIZA, S.H., M.H 
Anggota KIP Aceh Barat 

Daya 

2 KETUA MAHRIZAL, SE Sekretaris 

3 SEKRETARIS WAHYUNI, S.H 
Sub Koordinator Bagian 
Hukum 

4 ANGGOTA 

SAYED FAHRUL, S.H.I., M.I.Pol 
Sub Koordinator Bagian 

Program dan Data  

HALFI DINA FARHANI, A.Md 
Analis Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan 

YUYUN ARIZAL, A.Md., S.H 
Perancang Sistem 

Informasi Kepegawaian 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
jdih.kpu.go.id/aceh/acehbaratdaya 

Ditetapkan di Blangpidie 

Pada tanggal 21 Oktober 2021 

 KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 

 

ttd. 

 

YUDI NIRMANSYAH 


	KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

